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SAUBAU
2023

TATA CARA TIDAK MASUK KERJA DILUAR HAK|ATAS CUTI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a bahwa
Nomor

Pegawai
b. bahwa

ALI KOTA BAUBAU,

berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
5 Tahun 2014 |tentang Aparatur Sipil Negara,
Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh cuti;

e

berdasarkan ketentuan Pasal 310 Peraturan

N

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawail Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, telah diatur jenis

cuti yang berhak dianq il dan diperoleh oleh seorang
b

Pegawail Negeri Sipil
meliputi persyaratan, 1

c. bahwa
terdapal
Pegawall
namun
ketentug

d. bahwa
masuk

erta tata cara pemberian cuti
ya hak cuti dan alasan cuti;

berdasarkan kandisi operasional kepegawaian,
- beberapa keadaan yang mengakibatkan seorang
Aparatur Sipil |Negara izin tidak masuk kerja
tidak dapat memperoleh hak atas cuti sesuai
an yang berlaku;

dalam rangka menertibkan pemberian izin tidak
kerja Pegawal Aparatur Sipil Negara sebagaimana

dimaksud dalam huruf ¢|di atas, maka perlu diatur tata
cara ti |a.k masuk kerja diluar hak atas cuti bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kota Baubau;

e. bahwa
dalam

erdasarkan pe : bangan sebagaimana dimaksud
uruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Tidak

Masuk
Negara, ]
Mengingat . 1. Pasal 1

Indonesia Tahun1945;

Kerja diluar Hak |Atas Cuti Pegawai Aparatur Sipil
Lingkup Pemerin Kota Baubau;

3 ayat (6) Undan

g

-Undang Dasar Negara Republik

I\I



Undang-U
Pembenty
Indonesi_?
Negara R

Indang Nomor
| kan Kota Bau-Bg
. Tahun 2001 Ng
>publik Indonesia
Undang-U
Sipil Nég:
2014 No

Indang Nomor 5
ara (Lembaran Ne¢

mor 6, Tambahal

13 Tahun 2001 tentang
u (Lembaran Negara Republik
mor 93, Tambahan Lembaran

Nomor 4120);

fI‘ahun 2014 tentang Aparatur
vara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik

Nomor 5494);

Indang  Nomor
‘ han Daerah

Indonesial Tahun 2014 Ng
Negara Republik Indonesia

Indonesia

Undang-U
‘Pemerintz

23  Tahun 2014 tentang
Lembaran Negara Republik
or 244, Tambahan Lembaran

ﬁ?omor 5587); sebagaimana telah

diubah beberapa kali te
Nomor 6 Tahun 2022

Pemerintah Pengganti U
2022 tentang Cipta K
(Lembaran Negara Republi
58, Tambahan Lembaran N
5679);

"Undang-ifndang Nomor

Administrasi

C jzntang

Pemerintahan

akhir dengan Undang-Undang
Penetapan Peraturan
ang-Undang Nomor 2 Tahun
ria menjadi Undang-Undang
. Indonesia Tahun 2015 Nomor
‘gara Republik Indonesia Nomor

30 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Na
Negara Republik Indonesia

)]
I

hor 292, Tambahan Lembaran
Nomor 5601); sebagaimana telah

diubah beberapa kali ter

Nomor 'r‘l Tahun 2022
Pemerintah Pengganti Un
2022 tentang Cipta K

ir dengan Undang-Undang
tentang Penetapan Peraturan
lang-Undang Nomor 2 Tahun
rja menjadi Undang-Undang

i(Lemba.ra
58, Tamb
5679);

ahan Lembaran N

Peraturan Pemerintah Nom

Manajemen Pegawai Negeri
Indonesia Tahun 2017 N
Negara Rtlepublik Indonesia
diubah dengan Peraturan
2020 tentang Perubahan a
11 Tahun 2017 tentang
(Lembarah Negara Republi
68, Tambahan Lembaran N
6477);

q
]

i

Peraturan Pemerintah No

n Negara Repubh’ﬂ{: Indonesia Tahun 2015 Nomor

>gara Republik Indonesia Nomor

or 11 Tahun 2017 tentang
3ipil (Lembaran Negara Republik
mor 63, Tambahan Lembaran
Nomor 6037); sebagaimana telah
fPemerintah Nomor 17 Tahun
as Peraturan Pemerintah Nomor
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
. Indonesia Tahun 2020 Nomor
2para Republik Indonesia Nomor

nor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemén Pegawai Pem
(Lembar ; Negara Republi
224, Tal?abahan Lembar
Nomor 6264);

intah Dengan Perjanjian Kerja
. Indonesia Tahun 2018 Nomor
n Negara Republik Indonesia




Menetapkan

10.

11.

Peraturan

Pemerintah Nd

)Inor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin ljega'waj Negeri Si

Indonesi

Tahun 2021 N

T:]l (Lembaran Negara Republik
mor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia| Nomor 6718);

Peratu 1
2017 te

Sipil (BerLta Negara Republi]

1861); s

Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan
Nomor 24 Tahun 2017 tent

Pegawai

Badan Kepega
tang Tata Cara

agaimana telah

Negeri Sipil (Be

Tahun 2021 Nomor 842);

Peratura

1 Daerah Kota

aian Negara Nomor 24 Tahun
emberian Cuti Pegawai Negeri
Indonesta Tahhun 2017 Nomor
iubah dengan Peraturan Badan
tentang
Badan Kepegawaian Negara
tang Tata Cara Pemberian Cuti
ta Negara Republik Indonesia

faubau Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Baubau

(Lembaran Daer

Nomor 5); sebagaimana

Daerah

Kota. Baubau

Perubahan Atas Peratur

Tahun 2016 tentang Pembe;
r{ota Baubau (Lt
Tahun 2021 Nomor 2}; |

Peraturan Wali Kota Baubs
Pelaksan{a

‘Daerah

(Berita D

PERATURAN
KERJA PEG.
PEMERINTA

Dalam Perati

1.
2.

Daerah adalah Kota Baubau.

Kepala
penyeler
pelaksar

kewenangan Daerah Otory

Wali Ko

arerah Kota Bauba

| MEMUTUSKAN: ||

an Jam Kerja dan
Sipil Sipil Negara di Lin

h Kota Baubau Tahun 2016
elah diubah dengan Peraturan
omor 2 Tahun 2021 tentang
‘Daerah Kota Baubau Nomor 5
ntukan dan Susunan Perangkat
baran Daerah Kota Baubau

1 Nomor 7 Tahun 2023 tentang
 Ketentuan Jam Kerja Aparatur
ingan Pemerintah Kota Baubau
1 Tahun 2023 Nomor 7).

WAI APARATUR

KETENT

hiran Wali Kota ini

1Iggara Pemerinta

H KOTA BAUBAU!|

2

WALI KOTA ‘l‘tjj TANG IZIN TIDAK MASUK

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

\B I
AN UMUM

Pa: 1

jirang dimaksud dengan :

'Daerah adalah Vj;.li Kota Baubau sebagai unsur

han Daerah yang memimpin

laan urusarl

3

]iemeﬁntahan yang menjadi

1om.

a adalah Wali Kotai Baubau.




10.

11.

12.

13.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau.

Hari kerja adalah hari d
Sipil Negara

Aparatur

1i yang ditetapkan bagi pegawai

untuk melaksanakan tugas

pemerintahan kecuali dite

Cuti adalah keadaan tid |
dalam jangka waktu terten

Izin adalah izin tidak mast

Negara |karena alasan

keluarha dan/atau orga

atasan langsung.

hpkan sebagai hari libur.

masuk kerja yang diizinkan

k kerja pegawai Aparatur Sipil
keperluan pribadi dan/atau
isasi berdasarkan persetujuan

Aparatu
adalah

pemerintah dengan perjai
instansipemerintah.

Pegawai
Pegawai

pemerint

pejabat

suatu jabatan pemerin

lainnya

undangan.

Pejabat

kewenangan untuk me
kepada;Pegawai Aparatur

Keluarga adalah unit te

terdiri d

r Sipil Negara yd

Aparatur Sipil N

yang berwenang

ari suami istri ata

ng selanjutnya disingkat ASN

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

njian kerja yang bekerja pada

;ggara yang selanjutnya disebut
awal negeri sipil dan pegawai
hjian kerja yang diangkat oleh
aian dan diserahi tugas dalam

lan atau diserahi tugas negara
asarkan peraturan perundang-

idalah pejabat yang mempunyai
erikan izin tidak masuk kerja
ipilNegara.

'kecil dalam masyarakat yang
1 suami istri dan anaknya, atau

ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga

sedarah
dengan

Keluarga
melalui

angkat/:

dalam garis lurus
derajat ketiga, ata

sedarah s

ke atas atau ke bawah sampai
1 keluarga semenda.

mpai derajat kedua  baik

jalur hubungan §

:Loﬁzontal dan vertikal, maupun

anak tiri, Or:

g tua kandung/orangtua

hubungan yuridis adalah E‘m /istri, anak kandung/anak

angkat/
angkat/

derajat

Keluarga semenda adalal

perkawil
suami gf

prangtua  tiri/me

saudara tiri, Kelua
edua.

nan, yaitu pertal
fau istri dan keluas

tua/saudara kandung/saudara
82 dekat lainnya sampai dengan

Liertalian kekeluargaan karena

antara salah seorang dari
rga sedarah dari pihak lain,




r

k. keperluan
izin dari p

Izin tidak da
sebagaimana

(1) Izin dibe

\

j\ain' yang sangat

!
mendesak. sepanjang memperoleh

jabat yang berwe

| ng memberikan izin;

pat diberikan umn
dimaksud dalam

B
JANGKA WAKT

i paling lama

jangka waktu 1 (satu) tah

(lima)

i kerja dalam jan

(2) Izin untuk pengembang;

dengan
lama 3 |

Pegawai ASN yang izin dalam

dengan jan
berwenang ¢
sah.

PEJA

Pejabat ya
dimaksud d

a. Wali Kot

sirtiﬁkasi profesi

iga) hari kerja da

Pa

9‘

Pasal 6

|.
sal 5

tuk keperluan diluar ketentuan
frasal 4.

31V
PEMBERIAN 1ZIN

15 (lima belas) hari kerja dalam
dengan ketentuan maksimal 5
kka walktu 1 (satu) bulan.

1 kompetensi yang berkaitan
apat diberikan tambahan paling

f
£

P

pka waktu yang
linyatakan tidak

:m jangka waktu 1 {satu) tahun.

Hsal 7

ljangka waktu yang tidak sesuai
" diberikan oleh pejabat yang
nasuk kerja tanpa alasan yang

I

\B V

BAT YANG BERW
P

ng berwenang

nlam Pasal 2 terdin
a memberikan izin|

NANG MEMBERIKAN IZIN
;sa] 8

emberikan izin sebagaimana
i atas:

‘bagi:

1.
K

el

5.
b. Kepala

Dire

Sekretaris Daerah;

Staf Ahli Wali Kota;
Asisten Sekretaris Dae

a Perangkat Daex

r Rumah Sakit
erangkat Daerak

ah;

hh ;dan
Umum Daerah.

I

| memberikan izin bagi pejabat

pejabat fungsional di lingkungan perangkat daerahnya;

Asisten
lingkung
pejabat
pelaksar

an  Sekretariat
administrator,
1a,

6

yang menangai

dan pejabat
Sekretarjat Daerah;

adminisilzrator, pejabat pe&iawas, pejabat pelaksana, dan

i urusan kepegawaian di

Daerah memberikan izin bagi
pejabat  pengawas, pejabat

fungsional di Lingkungan




Pemberian izin sebagaimana
dan huruf g hanya berlaku unt

Apabila pejal
tetap/sementara,
didelegasikan kepada pelaksa

izin bagi pegawai ASN yang

Camat memberikan izin &

pejabat pelaksana di lingk

ngi Lurah, pejabat pengawas dan
:mgan kelurahan pada masing-

masing

Direktur Rumah Sakit Um
pejabat !aldministrator, pejg
dan pejabat fungsional di
Daerah;

Kepala |Unit Pelaksana

Pegawai| ASN di lingkungax

ilayah kecamatan,;

3

um Daerah memberikan izin bagi
bat pengawas, pejabat pelaksana
lingkungan Rumah Sakit Umum

Teknis memberikan izin bagi
1 kerjanya masing-masing ;

Kepala [Sekolah member;

<an izin bagi guru dan tenaga

kependidikan di lingkunge

Pa

sekolahnya masing-masing.

sal 9

imaksud dalam Pasal 8 huruf {
k izin selama 1 (satu) hari.

maka ke

Pa

Pasal 10
bat yang berwenang memberikan izin berhalangan
wenangan  memberikan  izin
a tugas/pelaksana harian.
11

itugaskan diluar instansi induk

diberikan ole:h pimpinan instansi tempat ASN tersebut bekerja
atau ditugaskan. '

(1)

(2)

(3)

(4)

TATA

Permintaan izin diajukan
yang berwenang dengan
sebagai bahan pertimbang
Khusus| keperluan menc
maka permintaan izin di
ketentuan surat izin t

BAB VI
CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN

Paual 12

secara tertulis kepada pejabat
melampirkan bukti pendukung
an pemberian izin,

adak dan/atau tidak terduga,
ampaikan secara lisan, dengan
rtulis serta bukti pendukung

disampa'ikan pada kesempatan pertama saat masuk kerja.

Berdasarkan permintaan |izi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), pejabat yang berwenang memberikan

izin kepada Pegawai ASN y

ang bersangkutan.

Permintaan dan pemberjan izin sebagaimana dimaksud

pada a;lrat (1), ayat (2
n‘uenggp.lI akan formulir
Lampir
Peraturan Wali Kota ini.
7

dan ayat (3) dibuat dengan

sebagaimana tercantum dalam
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari




(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(D

)

M)

@)

()
#)

Pejabat [yang berwenang
mengabiilkan secara kes
ASN demi kepentingan di

Izin dapat ditangguhkan
berwenang memberikan iz
dinas m!endesak.

Dalam l?al terdapat Pegay
dapat diberikan hak ata
belum %nengguna.kan he
masih terdapat sisa hak
dapat diberikan izin

mengajukan permohonan)

apat memberikan izin atau tidak

‘uruha.n permohonan izin Pegawai
S.

enggunaannya oleh pejabat yang
, apabila terdapat kepentingan

ai ASN memiliki keperluan yang
cuti, atau yang bersangkutan
atas cuti tahunan dan/atau
atas cuti tahunan, maka tidak
an yang bersangkutan wajib
cuti.

Pegawail ASN yang mend
pendidikan, dapat diberik

duki jabatan guru pada satuan

an izin sesuai dengan keperluan

yang dapat diberikan [sebagaimana tercantum dalam

Pasal 4.

Pemberian izin harus m

emperhatikan kekuatan jumlah

£

pegawailpada unit kerja y

Dalam | hal mendesak,
bersangkutan tidak da

ng bersangkutan.

Pasal 13

sehingga Pegawai ASN yang
t menunggu keputusan dari

pejabat| yang berwenang
tertinggi ditempat Pegawaij
dapat n}emberikan izin seg
Pemberian izin sebagai

memberikan izin, pejabat yang
ASN yang bersangkutan bekerja
rara tertulis.

1ana dimaksud pada ayat (1)

diberikdn setelah mends

tertulis Ida.ri pejabat vang

BA
KETENTU

Pa.

!

pat persetujuan lisan dan/atau

berwenang.

VII
N LAIN-LAIN

14

Pegawai ASN yang sedamEJmenggunakan hak izin dapat

dipanggil kembali beker

dinas mendesak.

Izin yang akan dijalank

a apabila terdapat kepentingan

an di luar negeri hanya dapat

diberikhn oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ketentuan izin berlaku j

ga bagi calon PNS dan PPPK.

Bagi Pegawai ASN yang
sesuai | dengan keperlu
sebagaimana tercantum
dengan| jangka waktu p

oy

menggunakan izin namun tidak
in yang dapat diberikan izin
dalam Pasal 4 dan/atau sesuai

berwenang, dikenakan
perundang-undangan yari

berian izin oleh pejabat yang
sanksi sesuai peraturan
g berlaku.




fJUR VII

Peraturan {Wali Kota ini
diundangkan.

KETENTU iAN PENUTUP
Pikal 15

mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wa[:ﬁ Kota ini dengan Penempatannya
al

dalam Berita Daerah Kota B

Diundangkan di Baubau

1bau.

di Baubau

al, { Novepber 2023

MUH. R SMAN MANAFI

pada tanggal, | Noveher 2023

“PARAF KOORDLIMAST 1

MO, | IHSTANSUUNIT KERJA | PARAF " '

Pj. SEKRETARIS DAER&A(OTA BAUBAU,
7

YGEDA

AsleTeNy 10

SAIDO BONSAI

A BHom | M|
\ckbps  Hueun "}ﬁ:qf

Gl e[S

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 N¢

JMOR...CT ...




LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR AF TAHUN 2023
TENTANG

IZIN TIDAK MASUK KERJA PEGAWAI APARATUR

PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

A. FORMULIR PERMINTAAN IZIN

Yth. ...

SIPIL. NEGARA DI LINGKUNGAN

......................................................

FORMULIR PERMINTAAN DAN PENBERIAN IZIN

I. DATA PEGAWAI
Nama NIP/....
Jabatan Pangkat/ |
Gol !
i Unit Kerja
. ALASAN [ZIN
L. LAMANYAIZIN
Selama (hari)* mulai tanggal sid

IV. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN IZIN

TELP/ HP

Hormat saya,

. V. CATATAN IZIN **

Pernah / belum FPernah diberikan izin pada Bulan ....._.

Tahutl ........ F TTD YANG DISERTAI NAMA DAN NIP
Beri catatan jumlah izin yang pernah diberikan dalam PEJABAT YANG MENANGANI
tahun berjalan KEPEGAWAIAN
VL. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG*
DISETUJUL PERUBAHAN*** DITANGGUHEKAN™* TIDAK DISETUJUI***
TTD YANG DISERTAI
NAMA DAN NIP PEJABAT
VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN*
DISETUJUI PERUBAHAN*** DITANGGUHKAN*** TIDAK DISETUJU**
TTD YANG DISERTAI
NAMA DAN NIP PEJABAT
Catatan :

*  Pilih salah satu dengan memberi tanda centan
** diisi oleh Pejabat yang menangani bidang kepe

mengajukan izin
*** diberi tanda centang dan alas%mnya

(V)

dawaian sebelum PNS




B. FORMULIR PEMBERIAN [[ZIN
KQOP PERANGKAT DAERAH

SURAT/IZIN TIDAK MASUK KERJA
NOMOR : ........... | S

1. Diberikan izin kepada [Pegawai Negeri Sipil :

Nama
NIP/....
Pangkat/Golongan Ruang:

Jabatan

Unit Kerja

Selama................. hari, terhitung mulai tanggal ............. sampai
dengan.......cccceceenne.. J dengan ketentuian sebagai berikut :

a. Sebelum menjalankan izin, wajgb menyerahkan pekerjaan

kepada atasan langsungnya atau pif'jabat lain yangditunjuk.
b. Setelah selesai menjalankan izin, wajib melaporkan diri kepada
atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.

2. Demikian izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

TEMBUSAN

...............................

3. dan seterusnya.

Catatan

*Tulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang memberikan izin

SARAF KOORCINASE * |
NG, IHSTANSY UNIT YERJA FM{AF‘ y
i 1 Ee0A A
2. | Aggrevy { .
3. |KA4- BGD M |
+ agas - oM 9}(
5.




